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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 36 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM 
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan daJam PasaJ 155 Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, dan PasaJ 71 Peraturan Daerah 
Kabupaten TasikmaJaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi daerah dapat ditinjau 
danjatau diubah paling lama daJam waktu tiga tahun 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaJuasi, hasil kajian, dan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian serta aspek teknis lainnya, dipandang perlu 
diIakukan perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis 
Retribusi Pelayanan Pasar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daJam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati TasikmaJaya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa 
Umum Jenis Retribusi Pelayanan Pasar; 

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten daJam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan m engubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Ling
kungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentuan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2008 Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 15) sebagaimanana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 
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Pasal 1 

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 
Pera turan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5), diubah 
menjadi sebagai berikut: 
a. Tarif Langganan : 

1. Pasar Tipe A : 
a) Jongko/](jos Kelas I sebesar Rp.6. 500,00/M2/bulan; 
b) Jongko/](jos Kelas II sebesar Rp . 5 .500,00/M2/bulan . 

2. Pasar Tipe B : 
a) Jongko/](jos Kelas I sebesar Rp. 5.500 ,00 / M2/ bulan; 
b) Jongko/](jos Kelas II sebesar Rp. 4.500,00/M2/bulan. 

3. Pasar Tipe C : 
a) Jongko/](jos Kelas I sebesar Rp. 4 .500,00/ M2/ buJan; 
b) Jongko/](jos Kelas II sebesar Rp. 4.000,00/M2/bulan. 

b. Tarif Harian bagi Pedagang yang tidak memiliki Jongko / ](jos sebesar Rp. 500,00/M2/ 
hari. 

c. Penggantian Kartu Pelanggan sebesar Rp . 5 .000,00 per-tahun; 

Pasal 2 

Pera turan Bupa ti ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya rnernerintahkan pengundangan Pera turan Bupati ini 
dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Ka bupaten Tasikrnalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 11. Deaember ;lO,1'i 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

NIP. 19611217 198305 100 1 

Ditetapkan di Singaparn= ............ 

pada tan'ggal "1 D ~ombe:- 20. 

BUP TI TASIKMAL YA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERlTA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 38 


